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Abstract. VVIP security brings together the state's obligation to protect top officials with restrictions on citizens' 

rights through road closures, inspections, expulsions, and the use of force. Amendments to the Police Law in 2026 

demand a critical re-examination of operational legality and proportionality. This article analyzes the adequacy 

of the legal basis for VVIP security by the regional police and formulates measurable, proportional, accountable, 

and human rights-oriented operational standards. The research uses a normative legal design enriched by 

sociolegal evidence through purposive interviews with the leadership of Dit Samapta, the Head of the VIP Sub-

Directorate, the head of the unit, and implementing personnel. The analysis was carried out by vertical 

synchronization, systematic interpretation, three-stage proportionality test, and triangulation between sources 

and between levels of positions. The results of the study show that the institutional authority of the National Police 

is available, but the authority of action has not been translated into special procedures regarding road closures, 

preventive checks, crowd handling, force escalation, and reporting. Six gaps were identified: authority basis, road 

procedures, power stages, threat assessment, respect for rights, and accountability. The changes to the law 

strengthen the principles of proportionality, transparency, and supervision, but have not yet provided a matrix of 

operational decisions. This article offers a documented proportionality model that links legal mandates, threat 

levels, least mitigated alternatives, impact balance, and audit footprint as a series of VVIP security decisions of 

Indonesian regional police. 
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Abstrak. Pengamanan VVIP mempertemukan kewajiban negara melindungi pejabat tertinggi dengan pembatasan 

hak warga melalui penutupan jalan, pemeriksaan, penghalauan, dan penggunaan kekuatan. Perubahan Undang-

Undang Kepolisian tahun 2026 menuntut pengujian ulang terhadap legalitas operasional dan proporsionalitas 

secara kritis. Artikel ini menganalisis kecukupan dasar hukum pengamanan VVIP oleh kepolisian daerah serta 

merumuskan standar operasional yang terukur, proporsional, akuntabel, dan berorientasi hak asasi manusia. 

Penelitian menggunakan desain hukum normatif yang diperkaya bukti sosiolegal melalui wawancara purposif 

dengan pimpinan Dit Samapta, Kepala Subdit VIP, kepala unit, dan personel pelaksana. Analisis dilakukan dengan 

sinkronisasi vertikal, penafsiran sistematis, uji tiga tahap proporsionalitas, serta triangulasi antarsumber dan 

antartingkat jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan institusional Polri tersedia, tetapi 

kewenangan tindakan belum diterjemahkan menjadi prosedur khusus mengenai penutupan jalan, pemeriksaan 

preventif, penanganan kerumunan, eskalasi kekuatan, dan pelaporan. Enam kesenjangan teridentifikasi: dasar 

kewenangan, prosedur jalan, tahapan kekuatan, penilaian ancaman, penghormatan hak, dan akuntabilitas. 

Perubahan undang-undang memperkuat prinsip proporsionalitas, transparansi, dan pengawasan, namun belum 

menyediakan matriks keputusan operasional. Artikel ini menawarkan model proporsionalitas terdokumentasi 

yang menghubungkan mandat hukum, tingkat ancaman, alternatif paling ringan, keseimbangan dampak, dan jejak 

audit sebagai rangkaian keputusan pengamanan VVIP kepolisian daerah Indonesia. 

 

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kewenangan Kepolisian; Pengamanan VVIP; Penggunaan Kekuatan; 

Proporsionalitas. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pengamanan Presiden, Wakil Presiden, keluarganya, serta tamu negara merupakan fungsi 

negara yang berisiko tinggi. Operasi tersebut harus menjamin keselamatan subjek pengamanan, 

keberlangsungan pemerintahan, dan ketertiban umum. Pada saat yang sama, tindakan yang 

lazim digunakan penutupan atau sterilisasi jalan, pemeriksaan orang dan kendaraan, 

pembentukan zona terbatas, penghalauan kerumunan, serta penggunaan kekuatan membatasi 
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kebebasan bergerak, akses pelayanan publik, kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul. 

Karena itu, keberhasilan operasi tidak dapat hanya diukur dari nihilnya gangguan terhadap 

VVIP; keberhasilan juga harus dinilai dari legalitas cara, kebutuhan tindakan, intensitas 

pembatasan, dan pertanggungjawaban setelah operasi. 

Skripsi yang menjadi basis artikel ini mengkaji praktik Subdit VIP Dit Samapta Polda 

Jawa Barat. Data awal memperlihatkan bahwa personel memiliki kompetensi teknis dan 

pengalaman operasional, tetapi keputusan lapangan sering bertumpu pada perintah atasan, 

kebiasaan, serta penilaian situasional yang belum dituangkan dalam instrumen ancaman yang 

seragam. Ketidakseimbangan antara profesionalisme taktis dan kepastian yuridis 

menempatkan dua pihak dalam posisi rentan: masyarakat dapat mengalami pembatasan hak 

yang berlebihan, sedangkan personel dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang 

tidak didukung pedoman operasional yang cukup jelas. 

Pembagian peran dalam pengamanan Presiden perlu dibaca secara fungsional. 

Pengamanan fisik dekat berada dalam kerangka Paspampres, sedangkan kepolisian 

kewilayahan menopang keamanan rute, lokasi, arus lalu lintas, kerumunan, dan ketertiban 

masyarakat. Irisan tugas ini dapat memunculkan dua kekeliruan. Pertama, kewajiban 

koordinasi dianggap cukup untuk membenarkan seluruh tindakan koersif. Kedua, urgensi 

perlindungan Presiden diperlakukan sebagai keadaan yang selalu mengesampingkan hak 

masyarakat. Padahal, koordinasi menjelaskan siapa melakukan apa, bukan menghapus 

kebutuhan dasar kewenangan, prosedur, dan pengujian proporsionalitas atas setiap pembatasan 

hak. 

Urgensi kajian tidak hanya bersifat konseptual. Skripsi mencatat dua peristiwa yang 

digunakan sebagai indikator masalah: penutupan jalan berkepanjangan yang berdampak pada 

akses menuju fasilitas kesehatan pada 2018 dan tindakan fisik terhadap wartawan dalam 

pengamanan kegiatan pejabat pada 2022. Artikel ini tidak memperlakukan kedua peristiwa 

tersebut sebagai representasi statistik seluruh operasi. Keduanya diposisikan sebagai critical 

incidents yang memperlihatkan jenis kerugian yang mungkin timbul ketika durasi pembatasan, 

klasifikasi ancaman, komunikasi, akses darurat, dan eskalasi kekuatan tidak memiliki ukuran 

yang seragam. 

Masalah tersebut menjadi lebih kompleks karena arsitektur hukumnya berlapis. Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan tugas dan kewenangan umum kepada Polri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 mengatur pengamanan Presiden, Wakil Presiden, 

mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, serta tamu negara, dengan Paspampres 

sebagai unsur pengamanan fisik langsung dan koordinasi dengan Polri dalam pengamanan 
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kewilayahan. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur tahapan penggunaan kekuatan, 

sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menempatkan hak asasi manusia sebagai 

batas tindakan kepolisian. Kode etik lama dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 telah 

dicabut dan digantikan oleh Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, mekanisme 

pengaduan masyarakat kini diatur melalui Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024. Fragmentasi 

tersebut menghasilkan banyak norma, tetapi tidak otomatis menghasilkan satu protokol 

pengamanan VVIP yang utuh. 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Kepolisian melalui Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2026 mengubah posisi analitis penelitian. Perubahan itu memperkuat prinsip 

profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pendidikan yang 

memuat hak asasi manusia. Dengan demikian, persoalan setelah 2026 tidak lagi tepat 

dirumuskan semata-mata sebagai ketiadaan prinsip proporsionalitas. Persoalan yang lebih 

presisi adalah defisit operasionalisasi: prinsip umum telah dipertegas pada tingkat undang-

undang, tetapi belum diterjemahkan menjadi parameter tindakan yang dapat digunakan 

personel dalam hitungan detik, didokumentasikan, dan diuji setelah operasi. 

Literatur internasional menunjukkan bahwa pembatasan diskresi melalui kebijakan yang 

jelas dapat menurunkan kecenderungan penggunaan kekuatan, sementara pelatihan de-eskalasi 

dan keadilan prosedural dapat mengubah perilaku, keluhan, serta legitimasi, walaupun hasilnya 

dipengaruhi desain pelatihan, kepemimpinan, dan kualitas evaluasi (Terrill & Paoline, 2017; 

Engel et al., 2020, 2022; Wood et al., 2020). Penelitian juga menegaskan pentingnya 

komunikasi, perlakuan hormat, penjelasan keputusan, serta pembatasan kewenangan yang 

dapat dipahami publik (Mazerolle et al., 2013; Murphy et al., 2014; Pyo et al., 2026). Namun, 

kajian tersebut terutama membahas perjumpaan polisi-warga secara umum, patroli, lalu lintas, 

atau penanganan krisis; sangat sedikit yang menghubungkannya dengan pengamanan VVIP 

oleh kepolisian daerah dalam sistem koordinasi keamanan Indonesia. 

Kajian hukum kepolisian Indonesia telah lama menyoroti ketegangan antara 

profesionalisme, diskresi, dan penghormatan hak, tetapi penelitian tentang pengamanan pejabat 

umumnya berhenti pada kewenangan umum atau struktur organisasi. Raharjo dan Angkasa 

(2011), misalnya, membahas profesionalisme polisi dalam penegakan hukum secara luas, 

bukan arsitektur keputusan pengamanan VVIP. Di tingkat internasional, studi penggunaan 

kekuatan lebih banyak berangkat dari patroli, penangkapan, lalu lintas, atau krisis perilaku. 

Posisi artikel ini bukan mengimpor model asing secara langsung, melainkan menggunakan 

temuan komparatif untuk menguji kelemahan desain keputusan dalam konteks regulasi dan 

koordinasi kelembagaan Indonesia. 
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Celah penelitian terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung 

menyamakan kewenangan institusional untuk mengamankan dengan kewenangan melakukan 

setiap tindakan tertentu. Kedua, asas proporsionalitas sering digunakan sebagai slogan normatif 

tanpa diubah menjadi urutan keputusan yang dapat diaudit. Ketiga, pembaruan hukum 

kepolisian tahun 2026 belum dibaca bersama temuan empiris mengenai praktik pengamanan 

VVIP di tingkat Polda. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan membedakan kewenangan 

institusional dan kewenangan tindakan, menguji praktik menggunakan tiga tahap 

proporsionalitas, serta menawarkan model keputusan terdokumentasi. 

Artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan. Pertama, sejauh mana kerangka hukum 

yang berlaku sampai Juli 2026 memberikan dasar yang cukup bagi tindakan preventif dan 

penggunaan kekuatan oleh kepolisian daerah dalam pengamanan VVIP? Kedua, model 

operasional apa yang diperlukan agar tindakan pengamanan memenuhi kesesuaian, kebutuhan, 

keseimbangan dampak, dan akuntabilitas? Kontribusi ilmiahnya adalah konsep 

‘proporsionalitas terdokumentasi’, yaitu kewajiban menghubungkan mandat, tingkat ancaman, 

alternatif paling ringan, alasan memilih tindakan, dampak terhadap pihak ketiga, dan evaluasi 

pascaoperasi dalam satu jejak keputusan. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Kewenangan kepolisian tidak dapat dipahami sebagai cek kosong. Dalam hukum 

administrasi, kewenangan institusional menjawab apakah suatu organ berhak menjalankan 

fungsi tertentu, sedangkan kewenangan tindakan menjawab apakah instrumen konkret 

misalnya penutupan jalan, pemeriksaan fisik, atau pendorongan kerumunan diperbolehkan 

dalam kondisi tertentu. Pembedaan ini penting karena legitimasi tujuan tidak otomatis 

melegitimasi seluruh cara. Literatur kebijakan penggunaan kekuatan memperlihatkan bahwa 

tingkat pembatasan dan kejelasan aturan organisasi memengaruhi frekuensi serta jenis 

kekuatan yang digunakan (Terrill & Paoline, 2017; Rockwell et al., 2021). Dengan demikian, 

perintah atasan adalah mata rantai komando, bukan pengganti norma kewenangan. 

Asas proporsionalitas dipakai sebagai standar evaluatif bertahap. Tahap pertama, 

kesesuaian, menanyakan apakah tindakan secara rasional membantu mencapai tujuan 

keselamatan yang sah. Tahap kedua, kebutuhan, menanyakan apakah tersedia alternatif yang 

sama efektif tetapi lebih ringan dampaknya. Tahap ketiga, proporsionalitas dalam arti sempit, 

menimbang apakah manfaat keamanan sepadan dengan kerugian hak, risiko kesehatan, 

gangguan pelayanan, atau efek demokratis yang ditimbulkan. Struktur tersebut mencegah 

kekeliruan umum bahwa semua tindakan yang berguna pasti proporsional. Kajian mengenai 
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penggunaan kekuatan juga menempatkan legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagai 

syarat kumulatif, bukan pilihan terpisah (Cyr, 2016; Aleksanyan, 2024; Revaldi & Yasarman, 

2025). 

Teori keadilan prosedural melengkapi uji proporsionalitas. Warga menilai otoritas bukan 

hanya berdasarkan hasil, tetapi juga berdasarkan kesempatan menyampaikan penjelasan, 

netralitas, perlakuan bermartabat, dan alasan yang transparan. Percobaan lapangan 

menunjukkan bahwa perjumpaan singkat sekalipun dapat meningkatkan kepercayaan apabila 

petugas bertindak adil dan komunikatif (Mazerolle et al., 2013; Murphy et al., 2014). Dalam 

pengamanan VVIP, dimensi ini dapat diwujudkan melalui pemberitahuan rute, penjelasan 

pembatasan, mekanisme akses darurat, komunikasi dengan media, dan prosedur keberatan. 

Bounded authority juga relevan: legitimasi menurun ketika publik menilai polisi melampaui 

batas yang wajar, sekalipun tujuan awalnya sah (Pyo et al., 2026). 

Legitimasi kepolisian bersifat multidimensional. Efektivitas menjaga keamanan penting, 

tetapi tidak cukup ketika warga menilai prosesnya sewenang-wenang. Kepuasan dan kesediaan 

bekerja sama dipengaruhi oleh pengalaman kontak, persepsi keadilan, efektivitas, serta 

keyakinan bahwa polisi menggunakan kewenangan dalam batas yang patut (Hinds & Murphy, 

2007; Bradford et al., 2009; Kochel et al., 2013; Nix et al., 2015). Dialog antara pemegang 

kewenangan dan masyarakat juga membentuk legitimasi secara berulang, bukan sekali jadi 

(Bottoms & Tankebe, 2012; Tankebe, 2013; Tyler, 2004; Jackson et al., 2012). Kepatuhan 

terhadap permintaan spesifik juga dipengaruhi oleh cara kewenangan digunakan dalam 

perjumpaan (Mastrofski et al., 1996). Temuan terbaru menunjukkan bahwa keadilan prosedural 

dapat mengurangi dampak negatif persepsi ketidakefektifan terhadap legitimasi, sehingga cara 

bertindak tetap relevan bahkan dalam operasi yang tujuan keamanannya tidak dipersoalkan 

(Nam et al., 2024). 

Dimensi internal organisasi sama pentingnya. Petugas lebih mungkin menerima 

pembatasan diskresi, melaporkan tindakan, dan menerapkan kebijakan secara konsisten ketika 

proses pengambilan keputusan internal dipandang adil, pimpinan menjelaskan alasan 

kebijakan, dan supervisi tidak semata-mata menghukum (Bond et al., 2015; Bradford et al., 

2014). Kerangka ini menjelaskan mengapa penerbitan aturan saja belum tentu mengubah 

praktik. Protokol pengamanan VVIP harus disosialisasikan sebagai alat perlindungan bagi 

masyarakat dan personel, diterapkan seragam lintas jenjang, serta didukung mekanisme 

konsultasi cepat ketika situasi tidak sesuai dengan skenario yang telah ditentukan. 

Literatur pelatihan menolak asumsi bahwa pengetahuan norma otomatis berubah menjadi 

perilaku. Pelatihan de-eskalasi yang berbasis skenario, pengulangan, umpan balik, dan 
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integrasi komunikasi–penilaian–taktik menunjukkan hasil lebih menjanjikan daripada ceramah 

normatif semata (Bennell et al., 2021; Engel et al., 2022; White et al., 2021). Observasi 

interaksi juga menunjukkan bahwa ketenangan, kejujuran, penghormatan, dan pengurangan 

jarak kuasa berkaitan dengan respons warga yang lebih tenang (Todak & James, 2018). Namun, 

perubahan kebijakan dan pelatihan dapat menimbulkan konsekuensi tidak terduga apabila 

indikator pelaporan berubah atau implementasi tidak dipantau (Rockwell et al., 2021). Karena 

itu, pelatihan harus disertai standar data, supervisi, dan evaluasi. 

Bukti pelatihan memperlihatkan variasi hasil. Pelatihan keputusan penggunaan kekuatan 

dapat meningkatkan kualitas respons apabila memadukan simulasi, tekanan waktu, dan umpan 

balik terstruktur (Andersen & Gustafsberg, 2016). Pelatihan keadilan prosedural pada rekrut 

maupun petugas lapangan menunjukkan perubahan pada pengetahuan, sikap, komunikasi, dan 

dalam konteks tertentu perilaku warga atau keluhan (Antrobus et al., 2019; Rosenbaum & 

Lawrence, 2017; Sahin et al., 2017). Supervisi dan pembelajaran berbasis masalah juga dapat 

memperkuat penerapan di lapangan (Owens et al., 2018). Namun, evaluasi harus membedakan 

perubahan sikap dari perubahan perilaku dan memperhatikan fidelity pelaksanaan; pelatihan 

komunikasi seperti Verbal Judo, misalnya, baru bermakna apabila tekniknya benar-benar 

digunakan dalam perjumpaan nyata (Giacomantonio et al., 2020). 

Akuntabilitas membutuhkan jejak bukti. Dokumentasi keputusan, laporan penggunaan 

kekuatan, rekaman, dan mekanisme pengaduan memungkinkan evaluasi ex post atas kebutuhan 

serta proporsionalitas tindakan. Penelitian kamera tubuh menunjukkan bahwa teknologi tidak 

bekerja secara otomatis; dampaknya bergantung pada kebijakan aktivasi, akses, supervisi, dan 

integritas pengelolaan data (Lum et al., 2019). Bagi operasi VVIP, dokumentasi minimal 

seharusnya mencakup penilaian ancaman sebelum operasi, perubahan ancaman selama operasi, 

alternatif yang dipertimbangkan, instruksi komando, penggunaan kekuatan, dampak kepada 

pihak ketiga, dan langkah korektif. 

Perspektif sistem menempatkan penggunaan kekuatan yang tidak tepat sebagai 

kegagalan berlapis, bukan hanya keputusan sesaat. Kebijakan, informasi intelijen, komando, 

komunikasi, peralatan, supervisi, dan pembelajaran pascaoperasi saling berhubungan. 

Pendekatan system-crash mengarahkan evaluasi pada rangkaian kondisi yang memungkinkan 

hasil buruk terjadi serta pada penghalang yang seharusnya mencegahnya (Sherman, 2018). 

Sementara itu, kepolisian berorientasi masyarakat menunjukkan bahwa legitimasi dan rasa 

aman dapat diperkuat melalui interaksi, pemecahan masalah, serta respons terhadap kebutuhan 

lokal, walaupun besarnya efek bervariasi (Gill et al., 2014). Bagi pengamanan VVIP, 
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pendekatan sistem berarti setiap operasi harus dinilai sebagai siklus perencanaan, pelaksanaan, 

pencatatan, pengaduan, dan perbaikan. 

Berdasarkan literatur tersebut, kerangka konseptual artikel ini terdiri atas lima unsur: 

mandat hukum; klasifikasi ancaman; alternatif paling ringan; keseimbangan dampak; dan jejak 

audit. Kelima unsur membentuk proporsionalitas terdokumentasi. Suatu tindakan dinilai kuat 

secara yuridis apabila institusi dan tindakan sama-sama memiliki dasar, ancaman dinilai 

dengan indikator objektif, pilihan yang lebih ringan dipertimbangkan, dampak terhadap hak 

pihak ketiga diseimbangkan, dan alasan keputusan dapat ditelusuri. Kerangka ini sekaligus 

menghubungkan substansi hukum, kapasitas personel, fasilitas, budaya organisasi, dan 

pengawasan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkaya bukti sosiolegal. 

Fokus normatifnya adalah sinkronisasi dan kecukupan norma yang mengatur kewenangan 

Polri, pengamanan VVIP, penggunaan kekuatan, hak asasi manusia, etika profesi, organisasi 

Polda, serta pengaduan masyarakat. Pembaruan doktrinal dilakukan sampai 21 Juli 2026 agar 

analisis memasukkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Bukti sosiolegal digunakan 

untuk menguji bagaimana norma umum diterjemahkan dalam keputusan lapangan, tanpa 

mengubah tujuan utama penelitian sebagai evaluasi yuridis. 

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013, Peraturan Kapolri 

Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 

2022, Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024, dan aturan organisasi Polda yang relevan. Bahan 

sekunder dipilih dari artikel jurnal mengenai kewenangan, proporsionalitas, penggunaan 

kekuatan, keadilan prosedural, de-eskalasi, pelatihan, dan akuntabilitas. 

Unit analisis penelitian bukan individu personel, melainkan hubungan antara norma, 

keputusan operasional, dan dampak hak. Setiap tindakan dipetakan dalam empat lapisan: dasar 

kewenangan institusi; dasar kewenangan tindakan; kondisi faktual yang memicu tindakan; 

serta batas prosedural dan material. Pemetaan tersebut mencegah kesimpulan yang terlalu luas 

dari satu insiden dan memungkinkan perbandingan antartindakan, seperti penutupan jalan, 

pemeriksaan preventif, penghalauan, dan penggunaan kekuatan. Pembaruan regulasi sampai 

Juli 2026 dilakukan sebagai post-fieldwork legal update: temuan lapangan tidak diubah, tetapi 

konsekuensi yuridisnya dinilai kembali berdasarkan hukum terbaru. 
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Data pendukung berasal dari wawancara terstruktur dan semi-terstruktur yang dilakukan 

pada 2025–2026 terhadap empat kategori narasumber yang dipilih secara purposif: pimpinan 

Dit Samapta, Kepala Subdit VIP, kepala unit pengamanan, dan personel pelaksana. Pemilihan 

lintas jenjang ditujukan untuk membandingkan desain kebijakan, komando operasi, dan 

pengalaman pengambilan keputusan di lapangan. Artikel tidak menyajikan identitas individual 

atau kutipan langsung karena naskah sumber merekam temuan dalam bentuk ringkasan 

institusional. 

Analisis dilakukan melalui lima langkah. Pertama, inventarisasi dan pemetaan fungsi 

setiap peraturan. Kedua, sinkronisasi vertikal untuk menilai hubungan undang-undang, 

peraturan pemerintah, dan peraturan kepolisian. Ketiga, pemisahan kewenangan institusional 

dan kewenangan tindakan. Keempat, pengodean tematik data wawancara ke dalam enam 

kategori: dasar tindakan, penutupan jalan, tahapan kekuatan, penilaian ancaman, perlindungan 

hak, dan akuntabilitas. Kelima, penerapan uji kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan 

terhadap setiap kategori. 

Pengodean dilakukan dengan matriks yang memuat kategori mandat, pemicu ancaman, 

pilihan tindakan, alternatif lebih ringan, dampak pihak ketiga, dokumentasi, dan mekanisme 

koreksi. Keterangan wawancara diringkas berdasarkan kategori jabatan tanpa mencantumkan 

identitas personal atau informasi teknis sensitif. Artikel tidak menghitung frekuensi jawaban 

sebagai statistik karena desain purposif tidak dimaksudkan menghasilkan estimasi populasi. 

Istilah seperti ‘bervariasi’, ‘belum seragam’, dan ‘terbatas’ digunakan apabila pola tersebut 

muncul lintas sumber atau didukung perbandingan dengan dokumen normatif. 

Kredibilitas dijaga melalui triangulasi norma dan triangulasi jabatan. Pernyataan personel 

dibandingkan dengan keterangan pimpinan, dokumen hukum, dan pola temuan lintas kategori. 

Keandalan analisis diperkuat dengan matriks yang menggunakan pertanyaan yang sama untuk 

setiap tindakan: apa mandatnya, apa ancamannya, alternatif apa yang tersedia, siapa yang 

terdampak, dan bukti apa yang tersimpan. Keterbatasannya adalah lokasi tunggal, dominasi 

narasumber internal, tidak adanya observasi langsung pada operasi berjalan, dan data lapangan 

yang sebagian dikumpulkan sebelum perubahan undang-undang tahun 2026. Oleh sebab itu, 

hasil tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik, melainkan generalisasi analitis terhadap 

desain regulasi dan keputusan pengamanan. 

Reliabilitas analisis dijaga melalui audit argumentasi. Setiap simpulan normatif harus 

dapat ditelusuri kepada ketentuan hukum, fakta pendukung, dan tahap uji proporsionalitas yang 

digunakan. Validitas konstruk diperkuat dengan memisahkan kesesuaian, kebutuhan, dan 

keseimbangan, sehingga satu tindakan tidak langsung dinyatakan proporsional hanya karena 
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bermanfaat. Keterbatasan utama adalah cakupan satu Polda, dominasi perspektif internal, 

ketiadaan observasi langsung seluruh operasi, serta pembaruan undang-undang setelah 

sebagian wawancara selesai. Keterbatasan tersebut membatasi generalisasi empiris, tetapi tidak 

meniadakan fungsi temuan untuk mengidentifikasi desain norma dan prosedur yang perlu diuji 

lebih luas. 

 

4. HASIL DAN PENELITIAN 

Pemetaan regulasi menunjukkan bahwa kewenangan institusional Polri untuk 

memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan melakukan pengawalan tersedia dalam 

Undang-Undang Kepolisian. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 menyediakan 

struktur pengamanan Presiden dan subjek terkait serta hubungan koordinatif dengan Polri. 

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menyediakan enam tahapan penggunaan kekuatan, 

sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyediakan batas hak asasi manusia. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menambahkan penekanan pada profesionalitas, 

proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pendidikan hak asasi manusia. 

Tidak ditemukan satu peraturan yang menyatukan norma-norma tersebut menjadi prosedur 

khusus bagi seluruh tindakan Subdit VIP kepolisian daerah. 

Tabel 1 menyajikan cakupan norma dan ruang operasional yang belum terperinci. 

Tabel 1. Pemetaan Regulasi dan Defisit Operasional. 

Instrumen Cakupan utama Ruang yang belum operasional 

UU 2/2002 jo. UU 

5/2026 

Tugas, kewenangan umum, 

profesionalitas, proporsionalitas, 

transparansi, akuntabilitas, pengawasan. 

Tidak merinci pemicu, durasi, alternatif, dan 

dokumentasi tindakan VVIP tertentu. 

PP 59/2013 
Struktur pengamanan Presiden dan 

subjek terkait; koordinasi antarinstansi. 

Belum menjadi SOP teritorial rinci untuk 

pembatasan hak oleh personel Polda. 

Perkap 1/2009 
Prinsip dan enam tahapan penggunaan 

kekuatan. 

Belum mengadaptasi tahapan untuk skenario 

khas VVIP dan matriks ancaman. 

Perkap 8/2009 Prinsip HAM dalam tugas kepolisian. 

Belum menetapkan ukuran operasional 

dampak, koridor darurat, dan perlindungan 

media. 

Perpol 7/2022 
Etika profesi dan pertanggungjawaban 

etik. 

Bersifat umum; tidak menggantikan protokol 

tindakan VVIP. 

Perpol 2/2024 Pengelolaan pengaduan masyarakat. 

Belum mengintegrasikan klasifikasi 

pengaduan VVIP dengan evaluasi 

pascaoperasi. 
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Pemetaan dokumen menunjukkan enam kesenjangan implementasi. 

Tabel 2. Kesenjangan Standar Normatif dan Praktik Pengamanan VVIP. 

Aspek Temuan praktik 
Tingkat 

kesenjangan 

Dasar tindakan 

preventif 

Perintah atasan dan kebiasaan lapangan lebih dominan daripada 

norma tindakan spesifik. 
Tinggi 

Penutupan jalan 
Dilakukan ad hoc; batas waktu dan pemberitahuan publik belum 

baku. 
Sangat tinggi 

Tahapan penggunaan 

kekuatan 

Tahapan dikenal, tetapi penerapannya tidak seragam dan dapat 

dilewati berdasarkan insting. 
Tinggi 

Penilaian ancaman Belum terstandar dan belum terdokumentasi secara konsisten. Sangat tinggi 

Penghormatan hak 
Ditemukan risiko pembatasan akses dan tindakan terhadap pihak 

nonancaman. 
Tinggi 

Akuntabilitas 
Pelaporan dan evaluasi pascaoperasi tersedia terbatas dan belum 

terintegrasi. 
Sedang 

Dokumen dan wawancara menunjukkan lima kekosongan tindakan yang berulang. 

Pertama, klasifikasi VVIP/VIP dan pembagian kewenangan operasional antara unsur 

pengamanan dekat dan kepolisian kewilayahan belum diterjemahkan menjadi pedoman yang 

mudah digunakan personel. Kedua, tidak ditemukan satu prosedur terpadu yang menetapkan 

pemicu, durasi, pemberitahuan, dan pengecualian penutupan jalan. Ketiga, pemeriksaan 

preventif terhadap orang atau kendaraan belum dibedakan secara tegas dari pemeriksaan dalam 

proses penegakan hukum pidana. Keempat, tahapan penggunaan kekuatan belum dilengkapi 

skenario VVIP. Kelima, mekanisme evaluasi dan pengaduan belum terhubung dengan catatan 

keputusan operasi. 

Pada tindakan penutupan jalan, narasumber menjelaskan adanya koordinasi dengan 

fungsi lalu lintas dan pelaksanaan berdasarkan rencana serta perintah operasi. Namun, 

dokumen yang ditelaah tidak memuat batas waktu umum, kriteria perpanjangan, prosedur 

koridor ambulans, prioritas akses rumah sakit, atau format pemberitahuan publik yang 

seragam. Praktik karena itu dapat berubah sesuai karakter kunjungan, kondisi rute, dan 

keputusan komando. Data skripsi juga mencatat insiden 2018 sebagai contoh dampak 

penutupan berkepanjangan terhadap mobilitas dan akses kesehatan. 

Pada pemeriksaan orang dan kendaraan, wawancara mencatat pemeriksaan identitas, 

barang bawaan, dan penyaringan di sekitar zona pengamanan. Tidak ditemukan pedoman yang 

secara konsisten membedakan empat situasi: pemeriksaan berdasarkan persetujuan; syarat 

masuk ke zona terbatas; pemeriksaan karena indikator ancaman objektif; dan penggeledahan 

dalam kerangka proses pidana. Pada penanganan kerumunan, respons yang dilaporkan 

bergerak dari imbauan verbal sampai kontak fisik. Insiden 2022 terhadap wartawan digunakan 
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dalam skripsi sebagai contoh tidak seragamnya koordinasi zona media, peringatan, dan pilihan 

tindakan sebelum kontak fisik. 

Mengenai penggunaan kekuatan, seluruh lapisan norma yang ditelaah memuat prinsip 

pembatasan, tetapi wawancara menunjukkan variasi penerapan tahapan. Personel pelaksana 

menyatakan bahwa situasi bergerak cepat mendorong penggunaan pengalaman dan insting. 

Kepala Subdit menyampaikan belum adanya sistem penilaian ancaman yang terstandarisasi 

dan terdokumentasi untuk seluruh skenario. Ketiadaan formulir atau kode ancaman yang 

seragam membuat alasan kebutuhan, alternatif yang sempat dipertimbangkan, dan dasar 

eskalasi tidak selalu dapat direkonstruksi setelah operasi. 

Mengenai kapasitas organisasi, materi hak asasi manusia telah masuk dalam pembinaan, 

sedangkan keterampilan teknis-taktis memperoleh porsi lebih dominan menurut keterangan 

narasumber. Keterbatasan yang disebutkan mencakup peralatan nonletal, komunikasi waktu 

nyata, dan kendaraan untuk beberapa skenario. Laporan pascaoperasi tersedia dalam praktik 

organisasi, tetapi data yang dikumpulkan belum menunjukkan satu format yang secara 

bersamaan merekam tingkat ancaman, pembatasan hak, durasi gangguan layanan, penggunaan 

kekuatan, keluhan, dan tindakan korektif. Tidak terdapat pengukuran kuantitatif dampak 

karena penelitian asal menggunakan desain normatif dengan data wawancara pendukung. 

Pembahasan 

Temuan pertama menuntut koreksi terhadap argumentasi yang hanya menyatakan Polri 

‘tidak memiliki dasar hukum’. Polri memiliki dasar institusional untuk menjalankan fungsi 

perlindungan dan pengamanan. Defisitnya berada pada tingkat kewenangan tindakan dan 

prosedur. Perubahan 2026 bahkan mempertegas proporsionalitas serta akuntabilitas sebagai 

prinsip umum. Akan tetapi, prinsip umum belum menjawab berapa lama jalan dapat ditutup, 

kapan pemeriksaan preventif dapat dilakukan, indikator apa yang mengubah warga menjadi 

ancaman, tindakan apa yang wajib didahulukan sebelum kontak fisik, atau bukti apa yang harus 

dibuat setelah kekuatan digunakan. Karena itu, istilah yang lebih tepat adalah defisit 

operasionalisasi legalitas. 

Pembedaan tersebut memiliki akibat doktrinal. Kewenangan institusional memberi 

legitimasi pada tujuan, tetapi setiap pembatasan hak tetap memerlukan dasar, kondisi, prosedur, 

dan batas. Perintah atasan dapat mengesahkan distribusi tugas dalam organisasi, tetapi tidak 

dapat menciptakan kewenangan baru yang tidak diberikan hukum. Temuan tindakan berbasis 

perintah dan kebiasaan menunjukkan bahwa rantai komando telah memikul fungsi yang 

seharusnya dijalankan oleh norma operasional. Situasi ini berbahaya karena standar berubah 
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mengikuti pengalaman komandan, bukan mengikuti parameter yang dapat diprediksi oleh 

personel dan publik. 

Konteks koordinasi dengan Paspampres memperkuat kebutuhan pemisahan tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 memberi kerangka pengamanan Presiden dan 

subjek terkait, tetapi koordinasi antarlembaga tidak boleh menghasilkan diffusion of 

responsibility. Rencana operasi perlu menetapkan siapa yang berwenang mengklasifikasikan 

ancaman, memerintahkan penutupan, mengubah zona, memberikan peringatan, menyetujui 

eskalasi, dan mencatat keputusan. Tanpa alokasi yang eksplisit, tindakan dapat dilakukan 

secara efektif pada saat kejadian tetapi sulit dipertanggungjawabkan karena tidak jelas apakah 

keputusan berasal dari mandat, delegasi, koordinasi, atau improvisasi. 

Pada penutupan jalan, kesesuaian biasanya mudah dipenuhi karena sterilisasi rute dapat 

mengurangi paparan ancaman. Persoalan terletak pada kebutuhan dan keseimbangan. 

Penutupan penuh bukan selalu pilihan paling ringan. Alternatif dapat berupa pengawalan 

bergerak, penutupan bertahap berbasis waktu kedatangan, rekayasa jalur singkat, koridor 

ambulans, akses rumah sakit, atau pemberitahuan real-time. Protokol seharusnya memuat 

durasi maksimum normal, otoritas perpanjangan, alasan tertulis untuk penyimpangan, daftar 

layanan yang tidak boleh terhambat, dan mekanisme informasi publik. Tanpa parameter 

tersebut, keputusan yang berguna secara keamanan dapat tetap tidak proporsional. 

Perubahan Undang-Undang Kepolisian tahun 2026 mempersempit ruang pembenaran 

berbasis kebutuhan operasional semata. Ketika proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, 

dan pengawasan dipertegas pada tingkat undang-undang, peraturan internal harus mengubah 

prinsip tersebut menjadi kewajiban positif. Proporsionalitas menuntut alternatif; transparansi 

menuntut informasi yang dapat diberikan tanpa membocorkan detail keamanan; akuntabilitas 

menuntut penanggung jawab dan bukti; pengawasan menuntut indikator serta akses terhadap 

catatan. Karena itu, pembaruan undang-undang bukan hanya tambahan dasar kewenangan, 

melainkan standar untuk menilai kualitas desain operasi. 

Pemeriksaan fisik preventif membutuhkan perumusan lebih hati-hati karena kewenangan 

pemeriksaan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat otomatis dipindahkan ke konteks 

pengamanan. Protokol perlu membedakan pemeriksaan berbasis persetujuan, penyaringan 

akses ke zona terbatas, pemeriksaan karena indikator ancaman tertentu, dan penggeledahan 

berdasarkan kewenangan proses pidana. Setiap tingkat harus memiliki pemicu, ruang lingkup, 

petugas berwenang, dokumentasi, dan mekanisme perlindungan kelompok rentan. Pembedaan 

ini mengurangi risiko perluasan kewenangan secara diam-diam. 
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Dalam penanganan kerumunan dan media, keadilan prosedural bukan tambahan 

kosmetik. Pemberian zona kerja, liaison officer, instruksi yang jelas, waktu untuk mematuhi, 

dan penjelasan alasan dapat mencegah eskalasi. Studi observasional menunjukkan bahwa 

komunikasi yang tenang, jujur, dan menghormati pihak yang dihadapi berkaitan dengan 

respons yang lebih kooperatif (Todak & James, 2018). Percobaan keadilan prosedural juga 

menunjukkan bahwa transparansi dan penghormatan dapat memperkuat kepercayaan 

(Mazerolle et al., 2013; Murphy et al., 2014). Dengan demikian, efektivitas keamanan dan 

penghormatan hak tidak selalu berlawanan; desain interaksi yang baik dapat memperkuat 

keduanya. 

Temuan mengenai penggunaan insting menunjukkan kegagalan sistem, bukan semata-

mata kelemahan personel. Keputusan bertekanan tinggi memang membutuhkan pengalaman, 

tetapi pengalaman harus ditopang oleh pola keputusan yang dilatih berulang. Pelatihan berbasis 

skenario dapat mempraktikkan penilaian ancaman, komunikasi, waktu, jarak, perlindungan, 

dan transisi antar tingkat kekuatan. Bukti empiris menunjukkan pelatihan de-eskalasi tertentu 

berkaitan dengan penurunan penggunaan kekuatan dan cedera, sedangkan pelatihan keadilan 

prosedural dapat mengurangi keluhan dan penggunaan kekuatan (Engel et al., 2022; Wood et 

al., 2020). Namun, evaluasi harus memperhatikan perubahan pelaporan dan konsekuensi tak 

terduga (Rockwell et al., 2021). 

Keterbatasan sarana nonletal dan komunikasi mempunyai dimensi hukum. Asas 

kebutuhan mensyaratkan pilihan paling ringan yang efektif; tetapi pilihan tersebut tidak nyata 

apabila peralatan, personel, informasi, atau jalur komunikasi tidak tersedia. Negara tidak dapat 

membebankan seluruh kewajiban proporsionalitas kepada petugas individual sambil gagal 

menyediakan alternatif. Oleh sebab itu, pengadaan sarana, interoperabilitas komunikasi, peta 

fasilitas kesehatan, dan dukungan dokumentasi merupakan bagian dari kepatuhan hukum, 

bukan sekadar manajemen logistik. 

Hak pihak ketiga harus dimasukkan sejak tahap perencanaan. Peta operasi dapat 

menandai rumah sakit, fasilitas pemadam, jalur evakuasi, sekolah, kawasan padat, titik media, 

dan kelompok rentan. Komandan kemudian memilih bentuk pembatasan yang paling sedikit 

mengganggu pelayanan esensial. Untuk media, zona kerja dan liaison officer mengurangi salah 

identifikasi wartawan sebagai ancaman. Untuk masyarakat, pemberitahuan waktu, rute 

alternatif, dan kanal informasi mengurangi ketidakpastian. Pengamanan tetap dapat 

merahasiakan informasi sensitif; transparansi yang dimaksud adalah penjelasan mengenai 

dampak publik, bukan pembukaan kerentanan keamanan. 
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Akuntabilitas perlu dibangun sebelum, selama, dan setelah operasi. Sebelum operasi, 

komandan menyetujui klasifikasi ancaman dan rencana pembatasan. Selama operasi, 

perubahan ancaman dan keputusan eskalasi dicatat secara ringkas melalui log komando atau 

sistem digital. Setelah operasi, penggunaan kekuatan, gangguan layanan, pengaduan, dan 

penyimpangan dari rencana dievaluasi. Mekanisme pengaduan berdasarkan Peraturan Polri 

Nomor 2 Tahun 2024 dapat menjadi pintu masuk, tetapi operasi VVIP membutuhkan kategori 

dan indikator evaluasi khusus agar keluhan tidak terputus dari pembelajaran organisasi. 

Kontribusi utama artikel ini adalah model proporsionalitas terdokumentasi. Model ini 

memiliki tujuh pertanyaan berurutan: (1) apakah institusi dan petugas berwenang; (2) apa 

ancaman yang teridentifikasi; (3) apa tujuan langsung tindakan; (4) alternatif lebih ringan apa 

yang dipertimbangkan; (5) mengapa alternatif tersebut tidak memadai; (6) dampak apa yang 

diperkirakan terhadap pihak ketiga; dan (7) bukti apa yang disimpan untuk evaluasi. Jawaban 

tidak harus berupa narasi panjang dalam situasi darurat; dapat diwujudkan dalam kode 

ancaman, opsi tindakan, waktu, otorisasi, dan log singkat. Intinya adalah membuat alasan 

operasional dapat direkonstruksi. 

Secara operasional, model dapat diwujudkan dalam matriks tingkat ancaman dan paket 

tindakan. Ancaman rendah mengutamakan komunikasi, pengaturan arus, dan pengawalan 

bergerak. Ancaman sedang membolehkan pembatasan zona serta penyaringan berbasis 

indikator dengan supervisi. Ancaman tinggi memungkinkan sterilisasi dan eskalasi yang lebih 

kuat, tetapi tetap mensyaratkan pencatatan pemicu, durasi, dan dampak. Setiap perpindahan 

tingkat harus memiliki trigger yang dapat dijelaskan. Matriks tidak menggantikan penilaian 

profesional; matriks membatasi dan menyusun penilaian agar konsisten, cepat, serta dapat 

ditinjau. 

Model tersebut juga menawarkan posisi baru dalam literatur. Legalitas tidak berhenti 

pada keberadaan peraturan, sedangkan proporsionalitas tidak berhenti pada penilaian hakim 

setelah sengketa. Keduanya harus dirancang ke dalam arsitektur keputusan sebelum tindakan. 

Dalam konteks VVIP, standar yang terlalu abstrak melahirkan improvisasi; standar yang terlalu 

kaku dapat menghambat respons terhadap ancaman. Proporsionalitas terdokumentasi 

menghindari kedua ekstrem dengan memberi pilihan bertingkat, pemicu objektif, ruang 

diskresi terbatas, dan kewajiban alasan. 

Implementasi perlu diukur melalui indikator yang tidak mendorong under-reporting. 

Ukuran yang relevan meliputi durasi penutupan, jumlah perubahan rencana, akses ambulans, 

penggunaan tahap kekuatan, cedera, keluhan, pelanggaran zona, aktivasi rekaman, 

kelengkapan log, serta tindak lanjut evaluasi. Angka penggunaan kekuatan yang turun tidak 
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selalu berarti perbaikan apabila pelaporan ikut menurun. Sebaliknya, peningkatan laporan pada 

fase awal dapat menunjukkan kepatuhan dokumentasi. Evaluasi karenanya harus 

menggabungkan audit berkas, rekaman, wawancara, dan umpan balik publik. 

Keterbatasan penelitian harus diperhitungkan. Data berasal dari satu Polda dan lebih 

banyak merepresentasikan perspektif internal. Tidak ada wawancara langsung dengan 

masyarakat terdampak, jurnalis, tenaga kesehatan, Paspampres, atau pengawas eksternal. 

Sebagian kasus berasal dari dokumen dan laporan sekunder. Selain itu, perubahan undang-

undang 2026 terjadi setelah sebagian besar data lapangan dikumpulkan. Karena itu, artikel ini 

tidak menilai kepatuhan setelah perubahan tersebut, melainkan menggunakan perubahan 

hukum untuk membaca ulang masalah dan merumuskan desain implementasi yang dapat diuji 

pada penelitian berikutnya. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kerangka hukum sampai Juli 2026 memberikan kewenangan institusional kepada Polri 

untuk mendukung pengamanan VVIP dan menyediakan prinsip umum penggunaan kekuatan, 

hak asasi manusia, etika, pengawasan, serta pengaduan. Namun, kerangka tersebut belum 

cukup pada tingkat kewenangan tindakan. Prosedur khusus mengenai penutupan jalan, 

pemeriksaan preventif, pengelolaan kerumunan, klasifikasi ancaman, eskalasi kekuatan, 

perlindungan layanan darurat, dokumentasi, dan evaluasi belum terintegrasi. Dengan demikian, 

masalah utamanya adalah defisit operasionalisasi legalitas dan proporsionalitas, bukan 

ketiadaan total kewenangan. 

Standar yang diterapkan belum memenuhi proporsionalitas secara konsisten. Tujuan 

pengamanan umumnya sah dan tindakan tertentu dapat sesuai, tetapi kebutuhan dan 

keseimbangan dampak tidak dapat diverifikasi tanpa penilaian ancaman terstandar, alternatif 

yang tersedia, alasan keputusan, dan catatan operasi. Variasi pemahaman personel serta 

keterbatasan sarana memperbesar kesenjangan antara norma dan praktik. 

Implikasi kebijakannya adalah perlunya Peraturan Polri atau pedoman khusus 

pengamanan VVIP kewilayahan yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2013 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi harus memuat matriks ancaman–

tindakan, batas penutupan jalan, koridor darurat, standar pemeriksaan, liaison media, tahapan 

de-eskalasi, pelaporan penggunaan kekuatan, audit pascaoperasi, dan penghubung dengan 

mekanisme pengaduan. Pelatihan harus berbasis skenario dan dievaluasi melalui indikator 

perilaku, bukan hanya kehadiran. 
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Secara teoretis, artikel ini mengusulkan proporsionalitas terdokumentasi sebagai 

jembatan antara asas hukum dan keputusan taktis. Penelitian lanjutan perlu menguji model ini 

secara komparatif pada beberapa Polda, melibatkan Paspampres dan kelompok terdampak, 

serta mengukur perubahan durasi pembatasan, keluhan, eskalasi kekuatan, cedera, dan akses 

layanan publik setelah protokol diterapkan. 
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